Menimbang

Mengingat

BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 avat
(5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor
4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak

Eeklame;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999),;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42._&#"



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahunl1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189};
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5415);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun iﬂlﬂ'_"—-"“



Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak  Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Repulauan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018
Nomor 23),

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PAJAK REKLAME.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yvang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.

2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Konawe Kepulauan,
Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan,
Pajak Daerah, vang selanjutnva disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah vang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan ,ﬂ("’



untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemalmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yvang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi vang
selanjutnya  disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan
Pajak dan Retribusi.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau
retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Hetmibusi
yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat
Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah vang
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan
Pajak dan Retnibusi.

Tenaga lainnva adalah tenaga vyang mendapat
penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB 11
AZAS

Fasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan

Retribusi  dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan,

kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnyva
tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi
objek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. _q,...-—



BAB 111
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUS]I DAERAH
Bagian Kesatu
Penerimaan Insentif

Pasal 3

1. Insentif diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah pelaksana pemungutan pajak dan retribusi,

2.  Insentif sehagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada:

a. Pejabat dan pegawal Satuan Kerja Peranghkat
Daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi
sesual dengan tanggung jawab masing-masing,

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab
pengelolaan keuangan daerah;

€. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
kelurahan, kecamatan, dan tenaga lainnya yvang
ditugaskan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
pelaksana pemungutan pajak; dan Pihak lain vang
membantu  Satuan  Kerja Perangkat Daerah
pelaksana pemungutan pajak dan retnbusi.

3. Pemberian Insentif Bupati, Wakil Bupati, dan
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf ¢ dapat diberikan dalam hal belum
diberlakukan ketentuan mengena remunerasi,

Pasal 4
1, Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak dan
retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja
tertentu vang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan
berdasarkan target penerimaan per jenis pajak dan

retribusi dengan Keputusan Bu pati‘.._@_,.-



Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1) dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. kinerja instansi;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;

¢. pendapatan daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat,

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai,
insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya yvang telah mencapai target Kinerja
triwulan yang ditentukan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, idak membatalkan insentif

yang sudah dibavarkan untuk triwulan sebelumnya,

Bagian Kedua
Sumber [nsentif

Pasal 5

Insentif bersumber dar pendapatan Pajak dan Retribusi

sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Besaran Insentif

Pasal 6

Besarnva insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima
persen| dari rencana penerimaan pajak dan retribusi
dalarn lahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak
dan retribusi.

Besaran insentil sebagaimana dimaksud pada ayat (I}
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran berkenaan.



(1)

12)

(3)

4]

Pasal 7
Besarnya pembayaran insentil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf ¢
untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan
realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran
sebelumnya.
Besarnyva pembayaran insentif untuk pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2} huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar
5 % (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.
Besarnya pembavaran insentif untuk pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2} huruf e
ditetapkan paling tingg sebesar 10 % (sepuluh persen)
dari besarnya insentif yvang ditetapkan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai
penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat [2) dan besarva pembayaran insentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

(1)

BAB TV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana
pemungut Pajak dan Ketribusi menyusun penganggaran
insentif pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



12}

(3)

Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana
dimaksud (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak
langsung vang diuraikan berdasarkan jenis belanja
pegawai, obyvek belanja insentif pemungutan pajak serta
rincian obvek belanja pajak.

Penganggaran insentif pemungutan retribusi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikelompokkan ke
dalam belanja tidak langsung vang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja
msentif pemungutan retribusi serta rincian obyek
belanja retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir
tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembavaran
insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran
berkenaan, pemberian [nsentif diberikan pada tahun
anggaran berikutnya vang pelaksanaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
pada Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan,

Ditetapkan di Langara
pada tanggal .5 -Afufup- 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

-

H. AMRULLAH
Diundangkan di Langara
pada tanggal & Alortyp. 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

EP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR ...

Sahnan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SAINUL, SH., MM,
NIP. 19670401 199703 1 007




